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PUTUSAN
Nomor 2192/Pdt.G/2024/PA.Kbm

b
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 03 Agustus 1972,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KEBUMEN,
PROVINSI JAWA TENGAH sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 02 Juni 1964,
agama Islam, pekerjaan x x Xx X, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di KABUPATEN BOGOR, PROVINSI
JAWA BARAT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Senin yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor
2192/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1993, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,
sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
187/31/VII1/1993, tertanggal 31 Juli 2023;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama
selama kurang lebih 2 tahun di rumah kontrakan di Bekasi, kemudian
Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di XXX XXXXXXXXX,
RT.012 RW.006, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXX XXXX XXXXX selama kurang lebih 28 tahun 1 bulan lamanya;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan
layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
a. Sylvia Evi Nuraini, NIK. 3201074207940002, tempat, tanggal
lahir; Bekasi, 02 Juli 1994, jenis kelamin; Perempuan, Pendidikan
terakhir; S-2, sekarang anak tersebut sudah menikah dan hidup mandiri;
b. Subhan Rizki Fadilah, NIK. 3201070810040001, tempat, tanggal
lahir; Bogor, 08 Oktober 2004, jenis kelamin; Laki-laki, Pendidikan
terakhir; SLTA, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun
sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak
harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang
bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena tidak rutin dalam
memberikan nafkah uang yang mengakibatkan Penggugat yang menjadi
tulang punggung Kkeluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
kemudian Tergugat mempunyai sifat emosian sehingga sering marah dan
ketika Tergugat marag sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) seperti dipukul dan ditarik tangannya hingga terjatuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan September 2023, dengan penyebab masih tetap
seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan
ekonomi keluarga dan sikapnya, akhirnya Penggugat pergi dan tinggal di
rumah kakak Penggugat yang bernama ibu Siti Ngaisah di RT.003 RW.004,
XXX XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX
XXXXXX, yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 1 bulan
lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah
tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah uang
kepada Penggugat;
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6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan

Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat

kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah

tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan

Tergugat;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan

gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9

tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Maijelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’'in Shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo

et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan
Mediator H. Masrukhin, S.H., M.Ag, sebagaimana laporan Mediator tanggal 06
November 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan
jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan:

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, telah

mengajukan bukti-bukti berupa:
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A. Surat;

a. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 185/KET/DS/X/2024 yang
dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
XxxXxxxx tanggal 21 Oktober 2024 bermeterai cukup dan dinazegelen,
kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

b.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor: 187/31/VIII/199 tertanggal 31 Juli 1993, yang aslinya
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Prembun
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX  XXXX  XXXXXX, bermeterai cukup dan
dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,

kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

Saksi 1 SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan
XXXXXXXXX, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah tetanggaPenggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan
maksud akan bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama
terakhir di rumah milik bersama di Bogor Jawa Barat;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sylvia Evi
Nuraini dan Subhan Rizki Fadilah, namun sejak bulan Juli 2019 sudah
tidak rukun lagi bahkan sekarang sudah berpisah rumabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September
2023;

- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran;
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- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
masing-masing bersuara keras;

- Bahwa Terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat
dan Tergugat pada bulan Agustus 2023, saat itu Penggugat dan Tergugat
berkunjung ke rumah Orang tua Penggugat;

- Bahwa Setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena masalah ekonomi keluarga kurang mencukupi, Tergugat jarang
memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari
tidak dapat terpenuhi dan Tergugat orangnya emosional sering marah-
marah;

- Bahwa Sekarang Penggugat pulang dan tinggal di rumah kakak
Penggugat di XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX  XXXXXXX
sedangkan Tergugat sekarang masih tetap tinggal di rumah milik
bersama di Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan
bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat
dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan

XXXXXX, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah tetanggaPenggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan
maksud akan bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama
terakhir di rumah milik bersama di Bogor Jawa Barat;
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- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sylvia Evi
Nuraini dan Subhan Rizki Fadilah, namun sejak bulan Juli 2019 sudah
tidak rukun lagi bahkan sekarang sudah berpisah rumabh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September
2023, sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan;

- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah sekali melihat dan mendengar pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
masing-masing beradu mulut dengan nada keras;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan
Tergugat pada bulan Agustus 2023, saat itu Penggugat dan Tergugat
berkunjung ke rumah Orang tua Penggugat;

- Bahwa Setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat
sehingga kebutuhan rumah tangga tmasalah ekonomi keluarga kurang
mencukupi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat
sehingga kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi dan Tergugat
orangnya emosional sering marah-marabh;

- Bahwa Sekarang Penggugat pulang dan tinggal di rumah kakak
Penggugat di XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX
sedangkan Tergugat sekarang masih tetap tinggal di rumah milik
bersama di Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan
bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat
dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara
a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi
dengan mediator H. Masrukhin, S.H., M.Ag, namun berdasarkan laporan
mediator tanggal 06 November 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian
dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara
suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya
tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai
berikut;
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- Terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2, telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR
juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang
perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah
hukum Pengadilan agama Kebumen maka berdasarkan ketentuan Pasal 49
ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan
Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;
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Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan

menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
masing-masing bersuara keras;

- Bahwa Terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat
dan Tergugat pada bulan Agustus 2023, saat itu Penggugat dan Tergugat
berkunjung ke rumah Orang tua Penggugat;

- Bahwa Setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena masalah ekonomi keluarga kurang mencukupi, Tergugat jarang
memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari
tidak dapat terpenuhi dan Tergugat orangnya emosional sering marah-
marabh;

- Bahwa Sekarang Penggugat pulang dan tinggal di rumah kakak
Penggugat di XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX
sedangkan Tergugat sekarang masih tetap tinggal di rumah milik
bersama di Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan
bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil
gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;
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Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan

menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September
2023, sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan;

- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah sekali melihat dan mendengar pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
masing-masing beradu mulut dengan nada keras;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan
Tergugat pada bulan Agustus 2023, saat itu Penggugat dan Tergugat
berkunjung ke rumah Orang tua Penggugat;

- Bahwa Setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat
karena Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah Penggugat
sehingga kebutuhan rumah tangga tmasalah ekonomi keluarga kurang
mencukupi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat
sehingga kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi dan Tergugat
orangnya emosional sering marah-marabh;

- Bahwa Sekarang Penggugat pulang dan tinggal di rumah kakak
Penggugat di XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX
sedangkan Tergugat sekarang masih tetap tinggal di rumah milik
bersama di Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan

bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil
gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
percekcokan;

2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal selama 1 tahun;

3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit
untuk di damaikan;

4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam
yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

1_)1_)_4“.&_]:})1'! J*).all e al ;‘Jd_\ ‘)S.\M ____..aul'v_).qul):udlﬁ})ﬂd1
Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada

Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat

suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcokan
dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan
adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan
pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang
lebih kurang lebih 1 tahun; tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta

adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal
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dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya
untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah diusahakan perdamaian antara
keduanya dalam persidangan dan mediasi, hal itu menunjukkan bahwa sudah

tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan
perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak
bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan
lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut
lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat
dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 1.193.000,00 ( satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu
rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Muslim, S.H.,
M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khotibul Umam serta H. Masrukhin,
S.H.,, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04
Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446
Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Fatmah Isnani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Drs. Khotibul Umam H. Masrukhin, S.H., M.Ag.
Panitera Pengganti,

Fatmah Isnani, SH
Rincian Biaya Perkara

1 PNBP
a. Pendaftaran . Rp 30.000.00
b. Panggilan Pertama . Rp 20.000.00
c. Redaksi . Rp 10.000,00
2 Proses : Rp 75.000,00
3 Panggilan Penggugat : Rp 240.000,00
4  Panggilan Tergugat : Rp 798.000,00
5 Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp  1.193.000,00
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